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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuban Yang Maha Esa,
karena pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun kelima atau
periode akhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Militer
Presiden 2015-2019, dan pada tahun ini telah berhasil menyusun
Laporan Kinerja Sekretariat Militer Presiden Tahun 2019.

Laporan Kinerja Sekretariat Militer Presiden Tahun 2019 yang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan
laporan Sekretaris Militer Presiden sebagai pejabat yang bertanggung
jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden
atau selaku pemberi kewenangan. Selain itu, Laporan Kinerja
dimaksud merupakan laporan pelaksanaan rencana strategis yang
dilaksanakan melalui program teknis dan generik dan diaktualisasikan
melalui kegiatan-kegiatan.

Akhirnya, dengan semangat keterbukaan, Laporan Kinerja Sekretariat
Militer Presiden ini kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas Sekretariat Militer Presiden selama Tahun 2019.
Kami menyadari segala keterbatasan dan kekurangan, sehingga apa
yang dicapai pada periode akhir Renstra ini merupakan hasil kinerja
Sekretariat Militer Presiden yang dicapai secara maksimal.

Jakarta, Januari 2020
Militer Presiden,

PINI Suharyanto, S.Sos., M.M.




IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2019 merupakan tahun atau periode terakhir pelaksanaan
Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden 2015-2019, apa yang
telah dicapai sampai dengan periode ini merupakan hasil kinerja
Sekretariat Militer Presiden yang maksimal. Menghadapi era
transparansi dan tuntutan globalisasi, pemerintah Indonesia
menyadari akan arti penting penyelenggaraan negara yang baik (good
governance). Hal tersebut sangat beralasan seiring dengan kebijakan
nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN. Pada tahapan implementasinya di lingkungan instansi
pemerintah dimaksud dioperasionalkan melalui Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menunjang pemenuhan tuntutan akan kebutuhan transparansi
oleh publik kepada pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
kinerja pemerintah terhadap publik. Hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Militer Presiden sebagai salah satu satuan kerja di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, menduduki posisi yang
strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas Presiden.




Implementasi Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden yang telah
dicapai pada Tahun 2019, mencakup 2 program, 1 sasaran strategis
dan 1 sasaran pendukung, 3 IKU dan 1 IKU pendukung, 4 kegiatan,
dan 12 indikator kinerja kegiatan yang merupakan penjabaran untuk
mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis dapat
terlaksana secara optimal. Capaian kinerja sasaran strategis
“Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI

dan Polri, dan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda

kehormatan yang berkualitas” adalah 100%. Bila dibandingkan

dengan capaian Tahun 2018 sebesar 100%, maka capaian sasaran

Tahun 2019 tetap. Capaian kinerja sasaran pendukung “Kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden”

dengan capaian 4,11 (100%) dari target yang telah ditetapkan sebesar

3,90 (skala 5). Bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2018

sebesar 3,85 (100%) maka capaian IKU Tahun 2019 ini secara

persentase tetap, capaian tersebut dihasilkan melalui survey kepada

47 responden pejabat di lingkungan Sekretariat Militer Presiden.

Sedangkan untuk penyerapan anggaran Program Penyelenggaraan
Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
sebesar Rp. 31.766.099.506,- (97,22%) dan Program Dukungan
Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat
Negara sebesar Rp.5.825.046.071,- (97,00%) sedangkan penyerapan
anggaran Sekretariat Militer Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp.37.591.145.577,- atau 97,18% dari pagu yang ditetapkan sebesar
Rp. 38.680.718.000,-. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi
dalam melaksanakan sasaran strategis Sekretariat Militer Presiden
relatif tidak secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja dan
capaian kinerja Sekretariat Militer Presiden dapat tercapai secara
optimal.
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Perbandingan persentase rata-rata relisasi penyerapan anggaran pada

Tahun 2018 dan Tahun 2019, dapat dilihat pada grafik berikut:

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Militer Presiden
sebagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

berusaha terus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

secara optimal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis

dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan

kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan

Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri), penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda

kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta

mengkoordinasikan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian Ringkasan Eksekutif ini disusun sebagai gambaran umum

terhadap Laporan Kinerja Sekretariat Militer Presiden Tahun 2019.

Jakarta, Januari 2020
ekretaris Militer Presiden,

Suharyanto, S.Sos., M.M.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tahun 2019 merupakan tahun atau periode terakhir pelaksanaan
Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden 2015-2019, apa yang telah
dicapai sampai dengan periode ini merupakan hasil kinerja Sekretariat
Militer Presiden yang maksimal. Sekretariat Militer Presiden, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia, merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka
memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan
tugas dan kegiatan Presiden selaku Kepala Negara maupun selaku Kepala
Pemerintahan. Faktor revolusi teknologi informasi (e-Government)
menuntut Sekretariat Militer Presiden untuk mampu mengadaptasi dengan
perubahan lingkungan, membuka diri secara dinamis, berdialog, dan
berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka pemberian dukungan
kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang administrasi
personel TNI dan Polri, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda
kehormatan, dan pengkoordinasian pengamanan VVIP yang belum
optimal. Dalam kondisi yang penuh dinamika perubahan tersebut,
Sekretariat Militer Presiden dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi
dan efektifitas kinerjanya dalam menyikapi dan mengantisipasi tantangan
ke depan yang semakin kompleks, khususnya dalam lingkup tugasnya
yaitu menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi
kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal
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pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penganugerahan
gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada
Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala

Pemerintahan negara asing.

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Militer Presiden dan
menjamin pencapaian kinerja secara optimal, perlu dilakukan pemberian
dukungan manajemen yang dilaksanakan secara konsisten pada seluruh
aspek manajemen penyelenggaraan organisasi Sekretariat Militer Presiden,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Selain itu, dalam
upaya peningkatan kualitas pelayanan, perlu dilakukan peningkatan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui dukungan
sarana dan prasarana perkantoran yang memadai sehingga tercipta sistem

administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 maka melalui laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sehingga dapat diperoleh
informasi makro yang diperlukan oleh instansi untuk menghadapi tugas

yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat Militer Presiden

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris
Negara Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia, diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi

Sekretariat Militer Presiden, sebagai berikut:
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1. Kedudukan

Sekretariat Militer Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat Militer Presiden
dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden, dan Sekretaris Militer
Presiden karena jabatannya melaksanakan tugas sebagai Sekretaris
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta dalam
melaksanakan tugasnya Sekretaris Militer Presiden dapat menerima

penugasan langsung dari Presiden.

2. Tugas

Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden
dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penganugerahan gelar,
tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada
Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala

Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.

3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 2,

Sekretariat Militer Presiden menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian dukungan teknis dan administrasi personel TNI dan
Polri yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian
dalam jabatan serta kepangkatan perwira TNI dan Polri serta
pengangkatan atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang
wewenang penetapannya berada pada Presiden;

b. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan fisik dan non
fisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga,
termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala

Pemerintahan negara asing;
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c. pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan
gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang
wewenang penetapannya berada pada Presiden;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai
penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal
balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah
negara asing;

e. pembinaan personel dan pemberian petunjuk teknis di bidang
pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden,
Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden,
Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter
Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus
Wakil Presiden, serta pembinaan anggota TNI dan Polri yang
bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet;

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
penyusunan perencanaan program dan anggaran, keuangan,
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan,
arsip dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Militer
Presiden; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan

Menteri.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Militer Presiden terdiri dari 4 Biro,

yaitu:

1. Biro Personel TNI dan Polri, yang membawahi 3 Bagian yaitu:

a. Bagian Pengangkatan dan Pemberhentian TNI dan Polri,
membawahi 3 Subbagian (Subbagian Kepangkatan dan Jabatan,
Subbagian Pengangkatan Pertama Perwira, dan Subbagian
Pemberhentian);

b. Bagian Pembinaan Personel TNI dan Polri, membawahi 2
Subbagian (Subbagian Pembinaan Personel TNI dan Polri dan

Subbagian Pelayanan Personel);
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d.

Bagian Administrasi dan Pengelolaan Data, membawahi 2
Subbagian (Subbagian Administrasi dan Upacara dan Subbagian
Pengelolaan Data dan Dokumentasi); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Biro Pengamanan, yang membawahi 3 Bagian yaitu:

a.

d.

Bagian Operasi Pengamanan, membawahi 3 Subbagian
(Subbagian Pengamanan Presiden, Subbagian Pengamanan
Wakil Presiden, dan Subbagian Perencanaan Operasi

Pengamanan);

. Bagian Penyelidikan dan Pengamanan Khusus, membawahi 3

Subbagian (Subbagian Pengumpulan Data Intelijen, Subbagian
Penelitian dan Analisis Data Intelijen, dan Subbagian
Pengamanan Khusus);

Bagian Administrasi Pengamanan, membawahi 3 Subbagian
(Subbagian Administrasi Kegiatan Pengamanan, Subbagian
Penyiapan Sarana, dan Subbagian Dokumentasi dan Penyiapan
Data); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang membawahi 3

Bagian yaitu:

a.

d.

Bagian Administrasi, membawahi 3 Subbagian (Subbagian Tata
Usaha dan Pengolahan Data, Subbagian Perlengkapan Benda
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan Subbagian

Dokumentasi dan Informasi);

. Bagian Verifikasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

membawahi 2 Subbagian (Subbagian Verifikasi Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan Militer dan Subbagian Verifikasi
Tanda Kehormatan Sipil);

Bagian Penganugerahan, membawahi 2 Subbagian (Subbagian
Penyiapan Keputusan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan, dan Subbagian Administrasi Dewan Gelar, Tanda
Jasa, Tanda Kehormatan, dan Penganugerahan); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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4. Biro Umum, yang membawahi 3 Bagian yaitu:

a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, membawahi 2 Subbagian
(Subbagian Perencanaan dan Subbagian Evaluasi dan Laporan);

b. Bagian Kepegawaian dan Keuangan, membawahi 3 Subbagian
(Subbagian Kepegawaian, Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, dan Subbagian Verifikasi);

c. Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan, membawahi 3 Subbagian
(Subbagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian
Perlengkapan, dan Subbagian Urusan Dalam); dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Militer Presiden memiliki personel organik sebanyak 103

orang, yang terdiri dari:

a. Anggota TNI/Polri

41 orang.

b. Pegawai Negeri Sipil 62 orang.

Bila dilihat berdasarkan pangkat/Golongan :

Pangkat/Ruang Golongan TNI/Polri Sipil Jumlah

1 2 3 4 | 6
1 | Pembina Utama IV/E 2 - 2
2 | Pembina Utama Madya IV/D 3 - 3
3 | Pembina Utama Muda Iv/C 8 - 8
4 | Pembina Tk. I IV/B 15 3 18
5 | Pembina IV/A 2 1 3
6 | Penata Tk. I I1/D - S

7 | Penata II/c - 13 13
8 | Penata Muda Tk.I I11/B - 15 15
9 | Penata Muda II/A 3 15 18
10 | Pengatur Tk. I II/D 3 6 9
11 | Pengatur II/C - 13 13
12 | Pengatur Muda Tk.I II/B 2 -

13 | Pengatur Muda II/A 1 1

14 | Juru Tk. I I/D 1 -

15 | Juru I/C 1 - 1

Jumlah 41 62 103
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A. Rencana Strategis

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan adanya
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk
itu, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

RPJMN yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama 5
(lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan
amanat pembangunan jangka ~menengah, diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi
Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas
Presiden tersebut. Dokumen rencana dimaksud adalah Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada

RPJMN 2015-2019.

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,
efisien, dan akuntabel, Sekretariat Militer Presiden berpedoman pada
dokumen perencanaan yang terdapat pada:
1. Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden Tahun 2015-2019;
2. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak wukur kinerja dalam perbaikan tata kelola

pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Agenda Pembangunan
Nasional Kabinet Kerja, Sekretariat Militer Presiden menetapkan Rencana
Strategis Sekretariat Militer Presiden Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh
Sekretaris Militer Presiden pada tanggal 31 Desember 2015, merupakan
kesinambungan dari Rencana Strategis sebelumnya untuk menjadi dasar
acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Sekretariat Militer Presiden dalam pencapaian visi dan misi serta

tujuan organisasi.

Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden Tahun 2015-2019
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai sasaran berupa
kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan

tugas dan fungsi Sekretariat Militer Presiden.

1. Visi

Dalam upaya mewujudkan Sekretariat Militer Presiden yang
profesional dan akuntabel serta mampu melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dalam memberikan dukungan teknis dan
administrasi kepada Presiden, maka atas dasar pertimbangan
situasi dan kondisi serta permasalahan yang dihadapi Sekretariat
Militer Presiden dewasa ini dan dimasa yang akan datang, agar
mampu eksis dan unggul maka dengan berpedoman kepada arah

kebijakan Pemerintah, visi yang akan dikembangkan adalah:

“Terwujudnya Sekretariat Militer Presiden yang andal dalam
memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden”.

Visi diarahkan untuk membawa Sekretariat Militer Presiden
menjadi organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada

Presiden dan Wakil Presiden secara andal.



Laporan Kinerja Sekretariat Militer Presiden

Andal artinya suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam

Sekretariat Militer Presiden dapat memberikan pelayanan yang

berkualitas dan tanpa kesalahan (zero mistake).

2.

Misi

Sekretariat Militer Presiden sesuai tugas pokok dan fungsi serta

perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-

undangan dan acuan normatif lainnya, maka dalam rangka

mewujudkan visi Sekretariat Militer Presiden tersebut, ditetapkan

misi Sekretariat Militer Presiden sebagai berikut:

1.

Misi

Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara efektif
dan akurat kepada Presiden di bidang pengangkatan,
pemberhentian jabatan dan kepangkatan perwira Angkatan
Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

. Memberikan dukungan teknis dan administrasi

pengkoordinasian pengamanan secara tepat dan akurat kepada
Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu
Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara
asing;

Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara tepat dan
akurat kepada Presiden dalam penganugerahan gelar, tanda

jasa, dan tanda kehormatan;

Menyelenggarakan pelayanan secara efektif dan efisien di bidang

administrasi umum.

yang pertama mengandung makna bahwa Sekretariat Militer

Presiden menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan teknis dan

administrasi pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan

Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Kepala Staf Angkatan, pengangkatan pertama perwira, kenaikan

pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang wewenang

penetapannya berada pada Presiden, pembinaan personel TNI dan Polri
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yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet, serta penyelenggaraan tata upacara TNI dan Polri
dengan Inspektur Upacara (Irup) Presiden/Wakil Presiden, dengan
melaksanakan kegiatan pendataan, penelitian, pendokumentasian data
personel, dan pengkoordinasian dengan instansi terkait secara teliti,
cermat, dan seksama dengan hasil yang optimal, sehingga kebijakan

yang diambil pimpinan tepat sasaran dan tepat waktu.

Misi yang kedua dapat diartikan bahwa Sekretariat Militer Presiden
menyelenggarakan pengkoordinasian pengamanan dan penyiapan
sarana transportasi bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga
termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan
negara asing (VVIP) secara teliti, cermat, dan seksama pada proses
perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan dengan memberikan
dukungan teknis berupa administrasi pengamanan, sarana
transportasi, data dan analisis intelijen, pengamanan sandi dan
elektronika, serta sarana kegiatan pengamanan senantiasa sesuai
dengan sasaran, waktu, prosedur, dan peraturan yang berlaku

sehingga mencapai hasil yang optimal.

Misi yang ketiga bermakna bahwa Sekretariat Militer Presiden dalam
menyelenggarakan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda
kehormatan harus benar-benar diberikan kepada orang yang berhak
memperolehnya. Untuk itu, perlu diadakan penelitian dan penelaahan
dengan cermat meliputi persyaratan umum, khusus, dan riwayat
perjuangan/jasanya guna mengetahui bobot perjuangan/jasanya
tersebut sehingga dapat menentukan gelar, tanda jasa, atau tanda
kehormatan yang tepat untuk dianugerahkan. Hal ini bertujuan untuk
menghindari resiko dan ketidaktepatan dalam penganugerahan gelar,
tanda jasa, atau tanda kehormatan yang akhirnya berdampak kepada
penerimanya serta akan merusak tujuan mulia dari penganugerahan

gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan serta citra baik Presiden.
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Misi yang keempat mengandung makna bahwa Sekretariat Militer
Presiden dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang
meliputi perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, urusan keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan serta pelayanan
administrasi urusan dalam, harus senantiasa mengupayakan
penggunaan dana dan daya yang terbatas tetapi dapat memberi
manfaat secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi. Selain itu, tujuan juga merupakan hasil akhir yang ingin
dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategis serta konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan
menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang
yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi
ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan
peluang, mewaspadai dan mengatasi ancaman/tantangan serta
kelemahan untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi,

maka ditetapkan tujuan strategis Sekretariat Militer Presiden, yaitu:

Tujuan Indikator

Terwujudnya dukungan 1. Persentase terselenggaranya
teknis dan administrasi kegiatan VVIP, dukungan
bidang personel TNI dan administrasi personel TNI

. . . dan Polri, dan
ol [P SO LT s enganugerahan gelar, tanda
pengamanan VVIP, SR e S

jasa, dan tanda kehormatan
penganugerahan gelar, yang berkualitas

tanda jasa, dan tanda

2. Persentase kelancaran
kehormatan serta pelayanan

pelaksanaan tugas pokok

administrasi umum yang dan fungsi Sekretariat Militer
berkualitas Presiden

11



Laporan Kinerja Sekretariat Militer Presiden

4. Sasaran
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Sekretariat Militer Presiden
menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai
secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan
indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis

selama Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Indikator

1. Terselenggaranya 1. Persentase pelayanan
kegiatan VVIP, administrasi TNI dan Polri yang
dukungan disetujui oleh Presiden
administrasi personel | 2. Persentase pelaksanaan kegiatan
TNI dan Polri, dan VVIP yang aman
penganugerahan 3. Persentase dukungan
gelar, tanda jasa, dan administrasi penganugerahan
tanda kehormatan gelar, tanda jasa, dan tanda
yang berkualitas kehqrmatan yang disetujui oleh

Presiden

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Sekretariat Militer

Presiden menentukan sasaran pendukung yaitu:

Sasaran Indikator
1. Kelancaran 1. Indeks kepuasan pengguna
pelaksanaan tugas layanan di lingkungan
pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden
Sekretariat Militer
Presiden

5. Indikator Kinerja Utama
Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran,
Sekretariat Militer Presiden pada Tahun 2019 telah menetapkan 3
Indikator Kinerja Utama dan 1 Indikator Utama Pendukung
sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat

Militer Presiden Tahun 2019, yaitu:
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a. Persentase pelayanan administrasi TNI dan Polri yang disetujui
oleh Presiden;

b. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman;

c. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda

jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden.

Indikator Kinerja Utama pendukung:

Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat

Militer Presiden

6. Arah Kebijakan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Militer Presiden
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan
Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, serta
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, maka arah

kebijakan Sekretariat Militer Presiden adalah :

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan  Sekretariat Militer Presiden, mencakup

peningkatan:
a. Kualitas pelayanan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda

jasa, dan tanda kehormatan;

c. Kualitas dukungan pelayanan administrasi personel TNI dan

Polri.

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
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7. Program dan Kegiatan

Arah kebijakan yang disinkronisasikan dengan strategi di

laksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Pada periode 2015-2019, Sekretariat Militer Presiden melaksanakan

2 (dua) program, yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Sekretariat Negara, dengan kegiatan :

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Militer Presiden
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan

kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan kegiatan:

a. Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi TNI dan

Polri.
b. Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP.

c. Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk
rencana kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
kegiatan yang akan dicapai Sekretariat Militer Presiden pada

Tahun 2019, diuraikan sebagai berikut :
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Sasaran Strategis Indikator Target
1. Terselenggaranya kegiatan VVIP, | 1. Persentase pelayanan 100%
dukungan administrasi personel administrasi TNI dan Polri
TNI dan POLRI, dan yang disetujui oleh
penganugerahan gelar, tanda Presiden
jasa dal.l VTG el Vol 2. Persentase pelaksanaan 100%
berkualitas

kegiatan pengamanan
VVIP yang aman

3. Persentase dukungan g
administrasi
penganugerahan gelar,
tanda jasa, dan tanda
kehormatan yang disetujui
oleh Presiden
2. Kelancaran pelaksanaan tugas |1. Indeks kepuasan 3,90
pokok dan fungsi Sekretariat pengguna layanan di| (skala 5)
Militer Presiden lingkungan Sekretariat
Militer  Presiden  yang
dilaksanakan sesuai
standar

2. Perjanjian Kinerja (PK)
Keberhasilan implementasi Rencana Strategis Sekretariat Militer
Presiden dapat diukur dengan cara menetapkan Indikator Kinerja
Utama dan target yang hendak dicapai untuk masing-masing
sasaran. Indikator Kinerja Utama dan rencana tingkat pencapaian
kinerja sasaran tahun 2019 sebagaimana yang direncanakan
dalam Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya ditetapkan dalam
PK. PK Sekretariat Militer Presiden telah diubah dan terdapat
perbedaan yang disebabkan adanya kebijakan penyesuaian
alokasi anggaran Tahun Anggaran 2019 melalui APBN-P untuk
pemenuhan Belanja Operasional Sekretariat Militer Presiden
Tahun 2019 dan berdasarkan surat Dirjen Anggaran Kementerian
Kuangan Nomor S-1129/AG/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal
penyampaian SP SABA untuk Tambahan Anggaran Pengadaan
Benda Gelar, Tanda Jasa dab Tanda Kehormatan TA 2019 sebesar
Rp.7.709.942.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan juta

sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah, sehingga Perjanjian
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Kinerja Sekretariat Militer Presiden Tahun 2019 direvisi menjadi,

sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Target

1. Terselenggaranya kegiatan 1.Persentase  pelayanan 100%

VVIP, dukungan administrasi administrasi TNI dan

personel TNI dan POLRI, dan Polri yang disetujui oleh

penganugerahan gelar, tanda Presiden

JJEREL CET tanc!a el a0 2.Persentase pelaksanaan 100%

yang berkualitas Keoi

egilatan pengamanan

VVIP yang aman
100%
3. Persentase dukungan

administrasi
penganugerahan gelar,
tanda jasa, dan tanda
kehormatan yang
disetujui oleh Presiden

2. Kelancaran pelaksanaan 1. Indeks kepuasan 3,90
tugas pokok dan fungsi pengguna layanan di| (skala 5)
Sekretariat Militer Presiden lingkungan Sekretariat

Militer Presiden yang

dilaksanakan sesuai

standar

Jumlah Anggaran :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan

Kepada Presiden dan Wakil Presiden : Rp 32.675.706.000,-

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Sekretariat Negara : Rp 6.005.012.000,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun Tujuan yang telah ditetapkan adalah “ Terwujudnya dukungan
teknis dan administrasi bidang personel TNI dan Polri, pengkoordinasian

pengamanan VVIP, penganugerahan gelar,

tanda jasa,

kehormatan serta pelayanan administrasi umum yang berkualitas”.

1. Formulasi Perhituangan Tujuan

Capaian kinerja tujuan tersebut dihitung dari rata-rata capaian

kinerja sasaran. Tujuan diukur dengan formulasi sebagai berikut.

Formulasi Perhitungan Iku Pada Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja

Formulasi Perhitungan

VVIP, dukungan administrasi
personel TNI dan Polri, dan
penganugerahan gelar, tanda jasa,
dan tanda kehormatan yang
berkualitas

1. Persentase terselenggaranya kegiatan

Persentase pelayanan administrasi personel
TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden +
Persentase dukungan administrasi
penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda
kehormatan yang disetujui oleh Presiden +
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang
aman

S

tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Militer Presiden

2. Persentase kelancaran pelaksanaan

Persentase capaian indeks kepuasan
pengguna layanan di lingkungan Sekretariat
Militer Presiden

Hasil Survey indeks

x 100
Target indeks

2. Hasil Capaian Tujuan

dan tanda

Kinerja tujuan diukur melalui indikator tujuan yang menginformasikan

capaian sampai dengan tahun kelima atau periode akhir Renstra
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Sekretariat Militer Presiden Tahun 2015-2019. Capaian Kinerja Tujuan

tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Tujuan

Indikator Target
Tujuan Kinerja
Tujuan 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015
100% | 100% 100% | 100% | 100% 100%
Persentase 1. Persentase
terselenggaranya terselenggara
kegiatan VVIP, nya kegiatan
dukungan VVIP,
administrasi dukungan
personel TNI dan administrasi
Polri, dan personel TNI
penganugerahan dan Polri,
gelar, tanda dan
jasa, dan tanda penganugera
kehormatan han gelar,
yang berkualitas tanda jasa,
dan tanda
kehormatan
yang
berkualitas

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase

kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Sekretariat
Militer
Presiden

B. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan IKU

Sasaran Strategis 1

Sekretariat Militer Presiden Tahun 2015 s.d. 2019

Realisasi

2016 2017 2018

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel

TNI dan Polri, dan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda

kehormatan yang berkualitas

Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari rata-rata capaian IKU.

Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut.
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Formulasi Perhitungan Iku Pada Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan

1. Persentase pelayanan Jumlah rancangan Keputusan Presiden
administrasi personel TNI dan tentang pengangkatan, kenaikan
Polri yang disetujui oleh Presiden | pangkat, dan pemberhentian personel
TNI dan Polri yang disetujui oleh
Presiden

x 100%

Jumlah rancangan Keputusan Presiden
tentang pengangkatan, kenaikan
pangkat, dan pemberhentian personel
TNI dan Polri yang disampaikan kepada

Presiden
2. Persentase dukungan Jumlah rancangan Keputusan Presiden
administrasi penganugerahan tentang penganugerahan gelar, tanda
gelar, tanda jasa, dan tanda jasa, dan tanda kehormatan yang
kehormatan yang disetujui oleh disetujui oleh Presiden

Presiden

x 100%

Jumlah rancangan Keputusan Presiden
tentang penganugerahan gelar, tanda
jasa, dan tanda kehormatan yang
disampaikan kepada Presiden

3. Persentase pelaksanaan kegiatan | Jumlah Kegiatan VVIP yang aman
VVIP yang aman < 100%
0

Jumlah Kegiatan VVIP yang
dilaksanakan

Sasaran Strategis 2

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Militer Presiden

Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari rata-rata capaian IKU.

Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut.
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Indikator Kinerja

Formulasi Perhitungan

1. Indeks kepuasan pengguna

Militer Presiden

layanan di lingkungan Sekretariat

Dilakukan melalui survei dengan
menyampaikan angket untuk mengukur
kepuasan pengguna layanan di
lingkungan Sekretariat Militer Presiden,
dengan responden

1. Biro Personel TNI dan Polri (Kepala
Biro, Kepala Bagian, Kepala
Subbagian)

2. Biro Pengamanan (Kepala Biro, Kepala
Bagian, Kepala Subbagian)

3. Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan (Kepala Biro, Kepala
Bagian, Kepala Subbagian)

4. Biro Umum (Kepala Biro, Kepala
Bagian, Kepala Subbagian)

Angket survey disusun dengan cara
mengajukan pertanyaan serta pilihan
jawaban untuk disampaikan kepada
para responden yang menjadi sampel
survey. Adapun format jawaban dari
angket ini menggunakan metode Skala
Peringkat (Rating Scale) dengan 5 (lima)
alternatif jawaban diberi dengan nilai
skala sebagai berikut :

1) Kategori jawaban a diberi skor 1,
2) Kategori jawaban b diberi skor 2;
3) Kategori jawaban c diberi skor 3;
4) Kategori jawaban d diberi skor 4;
5) Kategori jawaban e diberi skor 5;

2. Hasil Capaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Militer Presiden adalah

pada tabel sebagai berikut.
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Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dan Indikator
Kinerja Utama Sekretariat Militer Presiden Tahun 2019

Indikator Tahun 2019
Kinerja
Utama Target Realisasi Capaian

Capaian

Sasaran Strategis Sasaran

Terselenggaranya 100% Persentase 100% 100% 100%
kegiatan VVIP, pelayanan (125
dukungan administrasi administrasi Keppres)
personel TNI dan Polri, personel TNI

dan penganugerahan dan Polri

gelar, tanda jasa dan yang

tanda kehormatan disetujui oleh

yang berkualitas Presiden

Persentase 100% 100% 100%

dukungan (135
administrasi Keppres)
penganugera

han gelar,

tanda jasa,

dan tanda

kehormatan

yang

disetujui oleh

Presiden

Persentase 100% 100% 100%

pelaksanaan
kegiatan (7, 16
VVIP yang el
aman

Kelancaran 100% Indeks 3.90 4.11 100%

pelaksanaan tugas kepuasan
pokok dan fungsi pengguna
Sekretariat Militer layanan di
Presiden lingkungan
Sekretariat
Militer
Presiden

(26
Dokumen)

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran

strategis Sekretariat Militer Presiden pada tahun 2019 adalah 100%.

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1
Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI
dan Polri, dan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda

kehormatan yang berkualitas
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Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 1 diukur dengan IKU yang pada

tahun 2019 capaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel Capaian Iku Tahun 2019 Pada Sasaran Strategis 1

H ‘ Kinerja Tahun 2019 ‘

S o o

Persentase pelayanan 100% 100% 100%
administrasi personel TNI dan
Polri yang disetujui oleh
Presiden

2 Persentase dukungan administrasi 100% 100% 100%
penganugerahan gelar, tanda jasa,
dan tanda kehormatan yang
disetujui oleh Presiden

3 Persentase pelaksanaan kegiatan 100% 100% 100%
VVIP yang aman

Analisis masing-masing capaian IKU sebagai berikut.
1. Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan Polri yang

disetujui oleh Presiden

Pada tahun 2019, capaian IKU tersebut sebesar 100%, yaitu terdapat
125 Keputusan Presiden terkait dengan pelayanan administrasi
personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya
telah disetujui oleh Presiden, capaian kinerja outcome dari IKU ini
adalah Keputusan Presiden dengan rincian masing-masing keputusan

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Keputusan Presiden Terkait
Personel TNI Dan Polri Tahun 2019

n‘ Naskah Keputusan Presiden Tentang ‘M‘

Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan
Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf

Angkatan

2 Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan 33 419
Pati TNI/Polri

3 Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes 6 1059
Pol
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n Naskah Keputusan Presiden Tentang m

Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta

5 Pengangkatan Perwira Pertama 15 7816
6 Pemberhentian dengan Hormat Pamen/Pati 34 681
7 Pemberhentian Dengan Hormat karena 21 41
Meninggal & Tewas
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 4 4
Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDA) 1 1
Total 125 10.032

b. Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019, capaian capaian kinerja outcome IKU ini sebesar
100%, yaitu terdapat 125 Keputusan Presiden terkait dengan
pelayanan administrasi personel TNI dan Polri yang disampaikan
kepada Presiden, dan seluruhnya telah disetujui oleh Presiden,
dengan jumlah personel yang mendapat pelayanan administrasi

Personel TNI dan Polri sebanyak 10.032 personel.
c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa hal

sebagai berikut:

1) Komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan arah kebijakan
peningkatan dukungan administrasi = kelembagaan dan
ketatalaksanaan Sekretariat Militer Presiden melalui peningkatan

kualitas dukungan pelayanan administrasi personel TNI dan Polri;

2) Terlaksananya koordinasi yang baik dan intens antara Sekretariat
Militer Presiden dengan Lembaga Pendidikan TNI dan Polri dan
Markas Besar TNI dan Polri;

3) Tersosialisasinya tugas dan fungsi Sekretariat Militer Presiden
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016, khususnya
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d.

1)

2)

3)

dalam memberikan dukungan teknis administrasi kepada
Presiden salah satunya adalah tentang mekanisme penerbitan
Keputusan Presiden tentang Pengangkatan pertama perwira,
jabatan, pangkat dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang
kewenangannya berada pada Presiden, serta pemberhantian dan
pengangkatan dalam jabatan Panglima TNI, Kapolri, dan Kas

Angkatan.

Permasalahan/Kendala/Solusi
Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keppres tentang
pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian personel TNI
dan Polri adalah:
Masih belum terdukungnya personel/staf pelaksana secara
maksimal,
Infrastruktur masih belum memadai antara lain belum adanya
SIM di Biro Personel TNI dan Polri yang bisa di link ke Mabes TNI,
Mabes Polri dan Mabes Angkatan;
Masih ada kesalahan pada usulan yang dikirimkan oleh Mabes
TNI maupun Mabes Polri dan pengumpulan data dan informasi

yang masih manual.

Upaya atau solusi untuk mengatasi kendala dimaksud adalah:

1)

2)

3)

Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sambil
mengajukan permohonan kebutuhan personel kepada Deputi

Bidang Administrasi Aparatur Kemsetneg;

Memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual
dengan mengajukan permohonan data ke Mabes TNI, Mabes Polri
dan Mabes Angkatan serta melakukan permohonan pengadaan
SIM Biro Personel TNI dan Polri yang bisa di link ke Mabes TNI,
Mabes Polri dan Mabes Angkatan;

Berkoordinasi lebih intens dengan instansi pengusul tentang
kesalahan usulan dan cross check dengan data yang diambil pada
saat verifikasi data yang dilaksanakan secara langsung ke

lapangan.
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2. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda

jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden
a. Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat
135 Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa,
dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden,
seluruhnya telah disetujui oleh Presiden, capaian kinerja outcome
dari IKU ini adalah Keputusan Presiden dengan rincian masing-
masing keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Keppres Administrasi Penganugerahan
Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan Tahun 2019

. Jumlah Jumlah
Naskah Keputusan Presiden Keputusan B
Tentang Presiden
1 Penganugerahan Gelar 1 6 Orang
Pahlawan
2 Penganugerahan Tanda 30 16.998 Orang
Kehormatan berupa Bintang
3 | Penganugerahan Tanda 103 172.975 orang
Kehormatan berupa
Satyalancana
4 | Penganugerahan Tanda Jasa 1 S institusi

berupa Samkarya Nugraha

Total 135 189.979 orang
dan 5 institusi

b. Capaian Kinerja Outcome
Pada tahun 2019, capaian kinerja outcome IKU ini sebesar 100%,
yaitu terdapat 135 Keputusan Presiden tentang penganugerahan
gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada
Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden. Dengan jumlah
penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebanyak

189.979 orang dan S5 institusi.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan
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Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa hal

sebagai berikut:

1) Mengimplementasikan strategi “Mengoptimalkan dukungan
kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk
memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan prima”;

2) Tersosialisasinya UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35
Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan;

3) Terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul
dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan serta satuan terkait lainnya;

4) Terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam
penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto Tepat, Cepat

dan Cermat.

Permasalahan/Kendala/Solusi

Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keppres tentang Gelar,

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, antara lain sebagai berikut:

1) Pembuatan Sistem Infomasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Online sampai saat ini
belum selesai, Biro GTK hanya mengandalkan SIM bersifat
internal yang hanya digunakan oleh Bagian Administrasi;

2) Tidak patuhnya Kementerian pengusul tanda kehormatan
terhadap surat edaran tentang mekanisme/prosedur
pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang
seharusnya 3 (tiga) bulan sebelum hari H penyematan, namun
Kementerian mengirim surat usulan 1 (satu) bulan sebelum
hari H sehingga jadwal peninjauan lapangan dipadatkan dan
proses selanjutnya dilaksanakan secara paralel;

3) Masih ada beberapa instansi yang tidak mengirimkan data
estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda

kehormatan yang diminta setiap tahunnya.
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Upaya atau solusi untuk mengatasi kendala dimaksud adalah:

1) Usulan kebutuhan untuk pembuatan SIM GTK Online sedang
dalam proses perencanan dan akan direalisasikan oleh Biro
Informasi dan Tehnologi Sekretariat Kementerian Sekretariat
Negara;

2) Mensosialisasikan dan menghimbau kepada pelaksana di
Kementerian pengusul;

3) Berkoordinasi dengan instansi pengusul yang tidak
mengirimkan estimasi agar tahun berikutnya mengirimkan
estimasi.

3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan VVIP yang Aman

a. Capaian Kinerja Output

Pada tahun 2019, capaian IKU ini sebesar 100%, yaitu dari 716
kegiatan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan
Wakil Presiden beserta Ibu baik di Jakarta, daerah, maupun luar
negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing seluruhnya aman yaitu
bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa
takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik. Capaian
kinerja outcome dari IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan VVIP
yang aman dengan rincian masing-masing kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan VVIP Tahun 2019

Pengamanan Presiden beserta Ibu 330 Kegiatan
a) Jakarta 218 Kegiatan
b) Daerah 104 Kegiatan
c) Luar Negeri 8 Kegiatan

Pengamanan Wakil Presiden beserta Ibu 373 Kegiatan
d) Jakarta 275 Kegiatan
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e) Daerah 90 Kegiatan
f) Luar Negeri 8 Kegiatan
Pengamanan kunjungan tamu negara 13 Kegiatan

setingkat Kepala Negara/ Kepala

Pemerintahan Negara Asing

b. Capaian Kinerja Outcome

Pada tahun 2019 capaian outcome indikator kinerja ini sebesar

100%, yaitu sebanyak 716 kegiatan pengamanan VVIP seluruhnya

aman, yaitu bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak

menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun

non fisik.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor pendukung, antara lain:

1)

2)

3)

4)

Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden,
Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta
keluarganya serta  Tamu Negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
Mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan
kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP;

Terjalinnya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang
terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan
Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam
maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan Negara asing secara optimal; dan
Terlaksananya  penerapan Standar Pelayanan dalam
penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik

VVIP.
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d. Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP ditemukan

permasalahan antara lain:

1)

2)
3)

4)

Informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan
kadangkala mengalami perubahan;

Terbatasnya sarana transportasi VVIP;

Adanya aparat pengamanan yang kurang memahami prosedur
pelaksanaan pengamanan VVIP; dan

Keberangkatan Tim Pendahulu yang terkadang tidak sesuai

ketentuan yang berlaku.

Upaya atau solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1)

2)

3)

4)

Presiden

Melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol, dan unsur
terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus
informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan
mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun
rencana kegiatan;

Menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP
dengan cepat sesuai dengan kebutuhan;

Melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pengamanan di
wilayah, sehingga seluruh personel pengamanan memahami
betul terhadap prosedur pelaksanaan pengamanan VVIP;
Menyarankan kepada pimpinan agar keberangkatan Tim
Pendahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga

pelaksanaan koordinasi di wilayah lebih optimal.

Sasaran Strategis 2

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 diukur dengan IKU yang pada
tahun 2019 yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan

Sekretariat Militer Presiden, capaiannya adalah sebagai berikut.
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1. Capaian Kinerja Output
Pada tahun 2019, capaian output indikator kinerja ini 100%, yaitu
dari taget 26 dokumen administrasi umum yang termasuk kepuasan
pengguna pelayanan dilingkungan Sekretariat Militer Presiden,

seluruhnya telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Dokumen Bidang Administrasi Umum

Nama Kegiatan

1. | Penyusunan Dokumen Laporan 8 Dokumen
Pemantauan dan Evaluasi
2. | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 8 Dokumen
Anggaran
3. | Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 4 Dokumen
S. Penyusunan Dokumen Laporan BMN 4 Dokumen
0. Penyusunan Dokumen Layanan 1 Dokumen
Kepegawaian
7. Penyusunan Dokumen Layanan 1 Dokumen
Ketatausahaan
Jumlah Dokumen 26

2. Capaian Kinerja Outcome
Untuk mengukur indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan
Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui survei terhadap
seluruh jenis layanan administrasi umum dengan responden
sebanyak 47 orang. Nilai persepsi, nilai interval IKP, dan kategori

pelayanan survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan

Nilai
Nilai Interval IKP Kategori Pelayanan
Persepsi

1 1,00 - 1,79 Sangat Tidak Baik
2 1,80 - 2,59 Tidak Baik

3 2,60 - 3,39 Cukup Baik

4 3,40 - 4,19 Baik

S 4,20 — 5,00 Sangat Baik

Survei tentang kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat

Militer Presiden dilakukan dengan menyebar sebanyak 47 kuesioner

kepada responden, responden IKU ini adalah pejabat eselon II, III

dan IV di lingkungan Sekretariat Militer Presiden terdiri dari:

1) Biro Personel TNI dan Polri (Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala
Subbagian)

2) Biro Pengamanan (Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian)

3) Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Kepala Biro,
Kepala Bagian, Kepala Subbagian)

4) Biro Umum (Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian)

Angket survey disusun dengan cara mengajukan pertanyaan serta

pilihan jawaban untuk disampaikan kepada para responden yang

menjadi sampel survey. Adapun format jawaban dari angket ini

menggunakan metode Skala Peringkat (Rating Scale) dengan S (lima)

alternatif jawaban diberi dengan nilai skala sebagai berikut:

1) Kategori jawaban a diberi skor 1;

2) Kategori jawaban b diberi skor 2;

3) Kategori jawaban c diberi skor 3;

4) Kategori jawaban d diberi skor 4; dan

5) Kategori jawaban e diberi skor 5.

Hasil survey dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Di Lingkungan
Sekretariat Militer Presiden

Kinerja Tahun 2019
Sesee

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3.90 100%
Administrasi Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3.90 4.09 100%
Administrasi Keuangan
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3.90 4.11 100%
Administrasi Kepegawaian
4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3.90 4.11 100%
Administrasi Ketatausahaan dan
Perlengkapan
Jumlah 16.44
Rata-rata 4.11 100%

Berdasarkan hasil survey, nilai indeks kepuasan pengguna layanan
administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah sebesar
4,13, indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan
adalah sebesar 4,09, indeks kepuasan pengguna layanan administrasi
kepegawaian adalah sebesar 4,11, dan indeks kepuasan pengguna
layanan administrasi ketatausahaan dan perlengkapan adalah
sebesar 4,11, sehingga rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan
di lingkungan Sekretariat Militer Presiden adalah sebesar 4,11 dari
target 3,90, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat
kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer
Presiden memperoleh kategori baik.
Berikut penjelasan hasil survey untuk masing-masing variable:
a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan
administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan
Sekretariat Militer Presiden, survei dilakukan dengan menyebar
sebanyak 47 kuesioner kepada responden, responden IKU ini

adalah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat
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Militer Presiden. Berdasarkan hasil survey dengan nilai sebesar
4,13 dari target 3,90 dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan
bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan administrasi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat
Militer Presiden memperoleh kategori baik.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Keuangan
Survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan
administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Militer
Presiden, survei dilakukan dengan menyebar sebanyak 47
kuesioner kepada responden, responden IKU ini adalah pejabat
eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Militer Presiden.
Berdasarkan hasil survey dengan nilai sebesar 4,09 dari target
3,90 dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di
lingkungan Sekretariat Militer Presiden memperoleh kategori
baik.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi
Kepegawaian

Survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan
administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Militer
Presiden, survey dilakukan dengan menyebar sebanyak 47
kuesioner kepada responden, responden IKU ini adalah pejabat
eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Militer Presiden.
Berdasarkan hasil survey dengan nilai sebesar 4,11 dari target
3,90, dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kepuasan pengguna layanan administrasi kepegawaian di
lingkungan Sekretariat Militer Presiden memperoleh kategori
baik.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi
Ketatausahaan dan Perlengkapan.

Survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan di
lingkungan Sekretariat Militer Presiden, survei dilakukan dengan
menyebar sebanyak 47 kuesioner kepada responden, dan sesuai

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016
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tentang IKU, responden IKU ini adalah pejabat eselon II, III dan
IV di lingkungan Sekretariat Militer Presiden. Berdasarkan hasil
survey dengan nilai sebesar 4,11 dari target 3,90 dengan capaian
100%, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna layanan
administrasi ketatausahaan dan perlengkapan di lingkungan

Sekretariat Militer Presiden memperoleh kategori baik.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa hal

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan arah
kebijakan peningkatan dukungan administrasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan Sekretariat Militer Presiden melalui peningkatan
kualitas dukungan pelayanan administrasi umum;
Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang
perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan
ketatausahaan serta perlengkapan;

Terjalinnya pelaksanaan koordinasi dan pemberian pelayanan
prima di lingkungan Sekretariat Militer Presiden, khususnya di
bidang administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan,

keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan serta perlengkapan.

Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam mewujudkan tercapainya target indikator kinerja utama ini

ditemukan permasalahan antara lain:

1)

2)

3)

Penyiapan data kinerja (Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan
Kinerja) sering dipengaruhi oleh kesiapan data dari biro-biro;
Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia
Sekretariat Militer Presiden khususnya untuk jabatan pelaksana
secara ideal; dan

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama ini harus
dilakukan survey dengan menyebar kuesioner kepada responden
dan hasilnya sangat tergantung pada persepsi responden

terhadap layanan yang diberikan.
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Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

1) Mengkoordinasikan lebih intens dan menghimbau kepada biro-

biro untuk menyiapkan dan menyampaikan data kinerja sesuai

waktu yang ditetapkan;

2) Mengajukan kebutuhan sumber daya manusia Sekretariat Militer

Presiden khususnya untuk jabatan pelaksana kepada Deputi

Bidang Administrasi Aparatur sehingga pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Militer Presiden dapat menjadi lebih

optimal: dan

3) Melakukan pemberian pelayanan kepada pengguna layanan di

lingkungan Sekretariat Militer Presiden lebih optimal lagi.

D. Perbandingan Data Kinerja

IKU 2018

Persentase
pelayanan
administrasi
personel TNI dan
Polri yang
disetujui oleh
Presiden

Persentase
dukungan
administrasi
penganugerahan
gelar, tanda jasa,
dan tanda
kehormatan yang
disetujui oleh
Presiden

Persentase
pelaksanaan
kegiatan VVIP
yang aman

Indeks kepuasan
pengguna layanan
di lingkungan
Sekretariat Militer
Presiden

Tabel Perbandingan Capaian Iku Tahun 2018 Dan 2019

Target
100%

100%

100%

3.85

Tahun 2018
Realisasi

100%

100%

100%

3.89

Capaian

100%

100%

100%

100%

IKU 2019

Persentase
pelayanan
administrasi
personel TNI dan
Polri yang
disetujui oleh
Presiden

Persentase
dukungan
administrasi
penganugerahan
gelar, tanda jasa,
dan tanda
kehormatan yang
disetujui oleh
Presiden

Persentase
pelaksanaan
kegiatan VVIP
yang aman

Indeks kepuasan
pengguna layanan
di lingkungan
Sekretariat Militer
Presiden

Target
100%

100%

100%

3.90

Tahun 2019
Realisasi

100%

100%

100%

4.11

Capaian
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Program

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian
Sekretariat

Negara

Penyelenggaraan
Pelayanan
Dukungan
Kebijakan Kepada
Presiden dan
Wakil Presiden

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja
dengan Target Jangka Menengah (Renstra) 2015 s.d. 2019

Indikator
Kinerja
Utama

Indeks
kepuasan
pengguna
layanan di
lingkungan
Sekretariat
Militer Presiden

(skala 5)

100% 100% 100%

Persentase
pelayanan
administrasi
personel TNI
dan Polri yang
disetujui oleh
Presiden

100% 100% 100%

Persentase
pelaksanaan
kegiatan VVIP
yang aman

100% 100% 100%

Persentase
dukungan
administrasi
penganugeraha
n gelar, tanda
jasa, dan tanda
kehormatan
yang disetujui
oleh Presiden

E. Akuntabilitas Keuangan

[ 2015 | 2016 | 2017
3.75 3.80 3.83

2018 [ 2019 2015
3.79

3.85 3.90

100% | 100% 100%

100% | 100% 100%

100% | 100% 100%

3.81

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.89

100%

100%

100%

Untuk melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan Sekretariat Militer

Presiden Tahun 2019 dibiayai sebagaimana ditetapkan dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Militer Presiden Tahun

2019 Nomor SP DIPA-007.05.1.403165/2018 sebesar Rp.30.970.776.000,-.

Adanya kebijakan penyesuaian alokasi anggaran Tahun Anggaran 2019

melalui APBN-P untuk pemenuhan Belanja Operasional Sekretariat

Militer Presiden Tahun 2019 dan berdasarkan surat Dirjen Anggaran

Kementerian Kuangan Nomor S-1129/AG/2019 tanggal 3 Juli 2019

perihal penyampaian SP SABA untuk Tambahan Anggaran Pengadaan
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Benda Gelar, Tanda Jasa dab Tanda Kehormatan TA 2019 sebesar
Rp.7.709.942.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan
ratus empat puluh dua ribu rupiah, sehingga anggaran Sekretariat
Militer Presiden TA 2019 yang ditetapkan melalui Revisi DIPA keempat
menjadi sebesar Rp.38.680.718.000,-.

Anggaran Sekretariat Militer Presiden Tahun Anggaran 2019 yang
digunakan untuk membiayai 2 program sebesar Rp.38.680.718.000,-.
Sedangkan untuk penyerapan anggaran Sekretariat Militer Presiden
tahun 2019 sebesar Rp. 37.591.145.577,- (97,18%), dengan rincian
sebagai berikut.

Tabel

Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat Militer Presiden
Per Program Tahun Anggaran 2019

1 Penyelenggaraan Pelayanan

Dukungan Kebijakan Kepada Presiden 32,675,706,000 31,766,099,506 97.22%
dan Wakil Presiden

Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan 2192 .038.000 2 077.321.544 .
Administrasi Personel TNI dan Polri et/
Pengkoord.in.asian pengamanan Fisik 3.037 289,000 2736,611,215 84.53%
dan Non Fisik bagi VVIP

Penyelenggaraan Dukungan

Administrasi Penganugerahan Gelar, 27,246,379,000 26,952,166,747 98.92%

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

2 | Dukungan Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 6,005,012,000 5,825,046,071 97.00%
Sekretariat Negara

Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis lainnya Sekretariat Militer 6,005,012,000 5,825,046,071 97,00%
Presiden

TOTAL 38,680,718,000 37,591,145,577 97.18%

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU sebagaimana
yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Militer
Presiden Tahun 2019, dialokasikan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.38.680.718.000,- dengan realisasi sebesar Rp.37.591.145.577,- dan

penyerapan sebesar 97,18%, dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel Realisasi Anggaran Sasaran Dan IKU Tahun 2019

\ e
EEEN ==
Terselenggaranya Persentase Rp2.192.038.000 Rp2.077.321.544 94,77%
kegiatan VVIP, pelayanan
dukungan administrasi
administrasi personel TNI dan
personel TNI dan | Polri yang
Polri, dan disetujui oleh
penganugerahan Presiden
gelar, tanda jasa
dan tanda Persentase Rp27.246.379.000 Rp26.952.166.747 98,92%
kehormatan yang dukgngan .
berkualitas administrasi
penganugerahan
gelar, tanda jasa,
dan tanda
kehormatan yang
disetujui oleh
Presiden
Persentase Rp3.237.289.000 Rp2.736.611.215 84,53%
pelaksanaan
kegiatan VVIP
yang aman
2 Kelancaran Indeks kepuasan Rp6.005.012.000 Rp5.825.046.071 97,00%
pelaksanaan tugas pengguna layanan
pokok dan fungsi di lingkungan
Sekretariat Militer Sekretariat Militer
Presiden Presiden
TOTAL Rp38.680.718.000 Rp37.591.145.577 | 97,18%

Penyerapan anggaran

berikut.

sebesar 97,18% dipengaruhi oleh hal sebagai

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan monitoring secara terus

menerus terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan

2. Implementasi

kebijakan penyesuaian

alokasi

anggaran Tahun

Anggaran 2019 untuk pemenuhan Belanja Operasional pegawai

Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019. Oleh karena itu anggaran

yang tersedia untuk melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan dapat

dilaksanakan secara maksimal dan target kinerja dapat tercapai.

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi Sumber Daya Keuangan
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Untuk melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan Sekretariat Militer
Presiden Tahun 2019 dibiayai sebagaimana ditetapkan dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Militer Presiden Tahun
2019 Nomor SP DIPA-007.05.1.403165/2018 sebesar Rp. 38.680.718.000,-
Sedangkan untuk penyerapan anggaran Sekretariat Militer Presiden
tahun 2019 sebesar Rp. 37.591.145.577,- (97,18%), terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rpl1.089.572.423,- atau 2,82%. Namun dalam
kondisi tersebut, Sekretariat Militer Presiden tetap dapat
melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat mencapai kinerja secara

optimal.

. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam peta jabatan Sekretariat Militer Presiden secara ideal untuk
jabatan struktural berjumlah 46 jabatan dan telah terpenuhi 42
jabatan dan 4 jabatan masih dalam proses penempatan sesuai peta
jabatan, untuk jabatan pelaksana sesuai kotak secara ideal
dibutuhkan 90 jabatan dan saat ini baru terisi 50 jabatan masih jauh
dari ideal dan masih kekurangan kebutuhan jabatan pelaksana
sejumlah 40 kotak jabatan. Namun dalam kondisi tersebut dapat
diatasi dengan menfaatkan pegawai tidak tetap dan beberapa bintara
personel TNI/Polri, Sehingga Sekretariat Militer Presiden tetap dapat
melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat mencapai kinerja secara

optimal.

. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Sekretariat Militer Presiden dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
misalnya antara lain kendaraan operasional berjumlah 45 unit terdiri
dari 34 roda empat dan 10 roda dua, komputer sebanyak 98 unit,
notebook 9 unit, laptop 9 unit, printer 69 unit dan 6 unit mesin
fotokopi serta masih banyak yang lain. Terhadap sarana dan prasarana
tersebut dilakukan pemeliharaan rutin agar tetap dapat mendukung

tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden.

38



G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Militer Presiden tahun 2019

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan anggaran

maupun evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya,

antara lain sebagai berikut:

1.

Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden telah direviu sesuai
kebutuhan dan disyahkan/diformalkan sesuai ketentuan,;

Mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pengukuran
kinerja dan pelaporan kinerja telang dilengkapi dengan Standard
Operating Procedure (SOP), disamping itu Bagan Mekanisme
Pengumpulan Data Kinerja juga telah di evaluasi dan diperbaiki
sesuai rekomendasi;

Pemantauan Rencana Aksi Sekretariat Militer Presiden telah dan akan
menyajikan alternatif perbaikan, disamping itu pada tahun 2019
akan melaksanakan pemantau kemajuan pencapaian kinerja melalui
rapat secara periodik;

Menyusun Rencana Aksi (RA) menggunakan target bulanan dan hasil
monitoring RA akan dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian
output- output kegiatan dengan mencamtumkan kendala serta
solusinya.

Dengan melaksanakan dan menindaklanjuti semua rekomendasi hasil
evaluasi tahun 2019, berguna untuk peningkatan kinerja Sekretariat
Militer Presiden di Tahun 2020;

Informasi capaian kinerja dijadikan sebagai sumber informasi
pimpinan dalam mengambil/menetapkan suatu kebijakan;

Informasi capaian kinerja dijadikan sebagai bahan untuk lebih
meningkatkan pelayananan prima kepada stakeholder dalam bidang
pengkoordinasian pengamanan VVIP, administrasi personel TNI dan
Polri, administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa dan
tanda kehormatan serta pelayanan administrasi umum;

Informasi capaian kinerja dijadikan bahan referensi pimpinan dalam

rapat kerja pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
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10.

11.

Informasi capaian kinerja dijadikan bahan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran Sekretariat Militer Presiden tahun
berikutnya,;

Informasi capaian kinerja dijadikan motivasi bagi pejabat dan
pegawai di lingkungan Sekretariat Militer Presiden untuk lebih
meningkatkan capaian kinerja organisasi dan individu;

Informasi capaian kinerja dijadikan bahan informasi kepada publik
sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat Militer Presiden

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
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Laporan Kinerja Sekretariat Militer Presiden Tahun 2019 yang merupakan
periode akhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden
2015-2019, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
program dan kegiatan pada Tahun 2019, yang disusun sesuai Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan yang telah
ditetapkan, Sekretariat Militer Presiden sebagai salah satu satuan kerja di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, menduduki posisi yang strategis

dalam menunjang pelaksanaan tugas Presiden.

A. Kesimpulan

1. Capaian kinerja sasaran strategis “Terselenggaranya kegiatan VVIP,
dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan
gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas” adalah
100%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 100%

maka capaian sasaran Tahun 2019 tetap.

2. Capaian kinerja sasaran pendukung “Kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden” dengan capaian 4,11
(100%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,90 (skala 5). Bila
dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2018 sebesar 100% maka
capaian IKU Tahun 2019 ini tetap, capaian tersebut dihasilkan
melalui survey kepada 47 responden pejabat di lingkungan

Sekretariat Militer Presiden.

3. Penyerapan anggaran Program  Penyelenggaraan  Pelayanan
Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar
Rp. 31.766.099.506,- (97,22%) dan Program Dukungan Manajemen

Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara sebesar
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Rp.5.825.046.071,- (97,00%), sehingga total penyerapan anggaran
Sekretariat Militer Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp.37.591.145.577,- atau 97,18% dari pagu yang ditetapkan sebesar
Rp. 38.680.718.000,-.

4. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan

sasaran strategis Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan
administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan gelar,
tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas ini dan sasaran
pendukung Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Militer Presiden antara lain adalah adanya kebijakan
penghematan anggaran namun dalam kondisi tersebut tidak
mempengaruhi capaian kinerja Sekretariat Militer Presiden dapat

tercapai secara optimal.

Upaya Kedepan

Untuk mempertahankan nilai capaian sasaran tersebut, maka kedepan

Sekretariat Militer Presiden perlu mengoptimalkan faktor-faktor kunci

keberhasilan Sekretariat Militer Presiden sebagaimana tercantum dalam

Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden Tahun 2015-2019 yakni :

1.

Menyusun Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden Tahun
2020-2024.

Memanfaatkan komitmen pimpinan yang tinggi untuk mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi.

Memanfaatkan posisi dan peran strategis Sekretariat Militer Presiden
untuk mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan kepada
Presiden dan Wakil Presiden.

Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memberikan
pelayanan prima dan keterbukaan infomasi publik.

Mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk memenuhi tuntutan

masyarakat atas keterbukaan infomasi publik dan pelayanan prima.
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Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Militer Presiden Tahun
2019 ini yang merupakan pelaksanaan perjanjian kinerja dalam
mewujudkan tercapainya Rencana Strategis Sekretariat Militer Presiden
2015-2019, dan diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi,
baik kepada pimpinan Sekretariat Militer Presiden beserta segenap
jajarannya maupun kepada pihak terkait, sehingga dapat memberikan
umpan balik guna peningkatan kinerja Sekretariat Militer Presiden di

periode renstra berikutnya.
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kegiatan VVIP, TNI dan Polri yang digetuy o.l:a;::: T 100%
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TNI dan Polri, dan aman tanaan kegiatan yyvip yang 100%
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penganugernhan gelar, | .
tanda jasa dan tanda S P:'“"“'e dukungan administrag
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2. |Kelancaran 1 Puasan pengguna lavs
—— linglcungan Sekretariat Militer presqy.. sl
pokok dan fungsi - (skala 5)
Sekretariat Militer
Presiden
Program Mg

1. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Rp32.675.706.000
Kepada Presiden dan Wakil Presiden

2. Dpukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp6.005.012.000
Teknis Lainnya Sekretariat Negara

Jakarta, Agustus 2019

Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Militer Presiden,

Pratikno Trisno Hendradi




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
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Indikator Kinerja Target Realisasi
(3) (4) (5)
1. Persentase pelayanan administrasi personel 100% 100%
TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden
personel |2, Persentasc pelaksanaan kegiatan VVIP yang 100% 100%
aman
3. Persentase dukungan administrasi 100% 100%
penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda
kehormatan yang disetujui oleh Presiden
1. Indeks kepuasan pengguna layanan di 3,9 4,11
lingkungan Sekretariat Militer Presiden (skala 5) (skala S)

: \ jjakan Rp31.766.099.506
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